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ABSTRAK 

 

Persoalan korupsi adalah persoalan klasik yang dihadapi oleh Indonesia. 

Sanksi yang selama ini diberikan pemerintah untuk para koruptor belum bisa 

memberikan efek jera kepada para pelakunya. Pemerintah Indonesia perlu 

mencari lagi solusi dan memberlakukan hukuman secara tegas untuk menghadapi 

pelaku koruptor. Tentunya dengan tetap memperhatikan sila yang lima dan tetap 

dalam koridor agama (karena Indonesia adalah negara beragama). Indonesia 

adalah negara beragama, dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kursi 

pemerintahannya pun mayoritas diduduki oleh orang-orang Islam. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kebanyakan yang melakukan tindak korupsi adalah orang 

Islam. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang universal (mengatur 

semua aspek kehidupan) yang ada di muka bumi, tentang aqidah-akhlaq, ibadah, 

dan syari’ah. Islam adalah agama yang sempurna yaitu mengatur semua aspek 

kehidupan, lalu bagaimana pandangan masyarakat Islam terkait dengan tindakan 

korupsi dan sanksi bagi pelakunya. Salah satu referensi masyarakat Islam adalah 

organisasi masayarakat (ormas) Islam, di Indonesia ada ormas yang memiliki 

pengaruh besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Fatwa dari 

kedua ormas tersebut seringkali dijadikan pertimbangan oleh sebagian masyarakat 

Islam di Indonesia, karena sebagian masyarakat Indonesia adalah termasuk dalam 

ormas tersebut. Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap 

pidana mati bagi koruptor dan relevansi keputusan Muhammadiyah dan NU 

dalam konteks ke-Indonesiaan. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), di mana peneliti menelaah literatur 

yang sudah ada. Adapun sifat penelitian yang digunakan ialah “deskripif analitik 

komparatif”, yakni mendiskripsikan permasalahan yang peneliti angkat, 

dilanjutkan dengan menganalisa dan kemudian membandingkan berdasarkan data-

data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan terkait dengan pidana 

mati bagi koruptor perspektif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul 

Masail (NU), yaitu untuk mendapat kesimpulan dari masalah yang peneliti ambil. 

Berdasarkan hasil penelitian, kedua ormas tersebut membolehkan pidana 

mati bagi koruptor, akan tetapi masing-masing menyebutkan kriteria yang harus 

dipenuhi untuk seorang koruptor dijatuhi hukuman mati. Hukum positif di 

Indonesia pun sebenarnya sudah mengatur tentang hukuman mati bagi koruptor, 

akan tetapi belum bisa diterapkan dikarenakan ada ketentuan yang tidak terpenuhi 

apabila pidana mati dilaksanakan pada masa sekarang.  
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MOTTO 

 

Memberikan yang Terbaik yang Kita bisa .. 

Tebarkan benih kebaikan, di manapun, 

kapanpun, kepada siapapun.. 

(Rosikhotin Qoyyimah)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

Alif 

Ba‟ 

Ta‟ 

Ṡa‟ 

Jim 

Ḥa‟ 

Kha‟ 

Dal 

Zâ 

Ra‟ 

zai 

sin 

syin 

sad 

dad 

tâ‟ 

za‟ 

„ain 

gain 

fa‟ 

qaf 

kaf 

lam 

 

tidak dilambangkan 

 b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

Zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 
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 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

mim 

nun 

wawu 

ha‟ 

hamzah 

ya‟ 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 
 

دََ  مُتعََدِّ

ةَ   عِدَّ

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addida 

„iddah 

 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  “h” 

مَةَ   حِك 

 عِهَّة َ

Ditulis 

Ditulis 

Ḥikmah 

„illah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

نيِبَءَ َ وَ   ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ كَرَامَةَُالْ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri زَكَبةََان فطِ رََِ
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D. Vokal Pendek  
 
 

__َََ _ 

 فعََمََ

__ََِ _ 

 ذُكِرََ

__ََُ _ 

هبََُ  يرَ 

Fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

 
E. Vokal Panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جَبهِهيَِّةَ 

fathah + ya‟ mati 

 تىَ سَى

kasrah + ya‟ mati 

 كَـرِي م

dammah + wawu mati 

ض  فرُُو 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûḍ 

 
F. Vokal Rangkap  
 

 

1 

 

2 

fathah + ya‟ mati 

 بيَ ىكَُمَ 

fathah + wawu mati 

لَ   قوَ 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأَوَ تمَُ 

 أعُِدَّتَ 

تمَُ   نئَهَِ  شَكَر 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a‟antum 

u„iddat 

la‟in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

آنَ   انَ قرُ 

 

 انَ قيِبَسَِ

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

مَآءَ   انَسَّ

س  انَشَّم 

Ditulis 

Ditulis 

as-Samâ‟ 

asy-Syams 

 

 

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penyusunannya. 

 

ضَ   ذَوِي ان فرُُو 

 أهَ مَُ انسُىَّة َ

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûḍ 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Negara Indonesia memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, berbagai 

tindak pidana semakin tahun semakin meningkat, salah satunya adalah tindak 

pidana korupsi. Berdasarkan survey The political and Economic Risk 

Consultancy Ltd. (PERC) pada Januari-Februari 2005, Indonesia berada di 

peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia.
1
 Pelakunya bukanlah 

orang yang buta hukum, akan tetapi mereka yang faham hukum. 

Persoalan korupsi adalah persoalan klasik yang dihadapi oleh 

Indonesia. Sanksi yang selama ini diberikan pemerintah untuk para koruptor 

belum bisa memberikan efek jera kepada para pelakunya. Pemerintah 

Indonesia perlu mencari lagi solusi dan memberlakukan hukuman secara 

tegas untuk menghadapi pelaku korupsi. Tentunya dengan tetap 

memperhatikan sila yang lima dan tetap dalam koridor agama (karena 

Indonesia adalah negara beragama). Hingga saat ini belum ada solusi ataupun 

sanksi untuk memberantas korupsi, solusi atau sanksi yang dapat 

meninggalkan efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi maupun yang 

berniat melakukan korupsi. Sanksi yang selama ini diberikan kepada koruptor 

                                                           
1
 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama 

Muhammadiyah, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hlm. 2. 
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dirasa belum memberikan efek jera, sehingga semakin banyak koruptor yang 

muncul.  

Korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni corupptio atau 

corruptus yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption dan dalam 

bahasa Belanda disalin menjadi corruptie (korruptie). Asumsi kuat 

menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa 

Indonesia, yaitu korupsi.
2
 Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk 

kepentingan pribadi.
3
 Korupsi menurut Brooks dalam bukunya S.H. Alatas 

adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang 

diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan 

tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.
4
 

Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, 

agama, moral, dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah 

disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau 

negara yang semestinya diperoleh.
5
 

Indonesia adalah negara beragama, dan mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Orang-orang yang termasuk dalam struktur pemerintahannya 

pun mayoritas beragama Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
2
 Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 33. 

3
 S.H. Alatas, Korupsi (Sifat, Sebab dan Fungsi), (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 1. 

4
Ibid.  

5
 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama 

Muhammadiyah, hlm. 55.  
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kebanyakan yang melakukan tindak korupsi adalah orang Islam. Islam adalah 

agama yang sempurna, agama universal (mengatur semua aspek kehidupan) 

yang ada di muka bumi, tentang aqidah-akhlaq, ibadah, dan syari‟ah
6
. Tiga 

aspek  tersebut pada intinya diturunkan  oleh Allah untuk memberikan rahmat 

bagi seluruh alam
7
, sebagaimana firmannya: 

.ًهاأزسلناك إلا زحوة  للعالوين
8

 

Sebagian orang Islam belum mampu mengamalkan tiga aspek tersebut 

secara menyeluruh (sempurna). Ajaran Islam belum dijadikan sesuatu yang 

mendarah daging dalam tubuh penganutnya. Akibatnya, banyak yang masih 

berbuat seenaknya dan masih banyak tindakan yang tidak sejalan dengan 

ajaran Islam, salah satu contohnya adalah korupsi yang semakin merajalela. 

Sebelumnya dikatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna 

yaitu mengatur semua aspek kehidupan, lalu bagaimana pandangan 

masyarakat Islam terkait dengan tindakan korupsi dan sanksi bagi pelakunya. 

Salah satu referensi masyarakat Islam adalah organisasi masyarakat (ormas) 

Islam. Indonesia memiliki dua ormas yang memiliki pengaruh besar, yaitu 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Fatwa ataupun putusan ataupun 

pendapat dari kedua ormas tersebut seringkali dijadikan pertimbangan oleh 

sebagian masyarakat Islam di Indonesia. 

                                                           
6
Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan 

Perkembangan di Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Total Media: 2008), hlm. 9. 
 
7
 Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, hlm. 1. 

 
8
 Al-Anbiyâ‟ (21): 107.   
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Adapun pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) 

terkait sanksi pidana mati bagi koruptor adalah mubah atau boleh. 

Muhammadiyah membolehkan hukuman mati bagi koruptor jika 

kemaslahatan benar-benar menghendakinya, serta dalam perkara korupsi 

hukuman itu boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.
9
 Nahdlatul Ulama 

(NU) pun memiliki fatwa terkait penerapan pidana mati bagi koruptor, yaitu 

mubah (boleh). Seperti halnya fatwa Muhammadiyah, fatwa NU 

membolehkan pidana mati bagi koruptor tetapi dengan beberapa kriteria, 

koruptor seperti apa yang boleh diberi hukuman mati.
10

 

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik 

untuk menganalisa lebih jauh terkait pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul 

Ulama (NU) tentang pidana mati bagi koruptor, menganalisa perbedaan 

keduanya. Selain itu juga relevansinya di Indonesia; melihat kedua ormas 

tersebut adalah ormas yang  berpengaruh. Dari pemaparan di atas, penyusun 

mengangkat tema Pidana Mati Bagi Koruptor: Studi Komparasi Putusan 

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU.  

 

B. Pokok Masalah 

 

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

                                                           
9
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama 

Muhammadiyah, hlm. 86.   
 
10

 Skripsi Sari Widowati, Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif 

Fikih Jinayah, Yogykarta, 2013, hlm. 57.  
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1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap pidana mati 

bagi koruptor? 

2. Bagaimana relevansi keputusan Muhammadiyah dan NU terhadap pidana 

mati bagi koruptor dalam konteks ke-Indonesiaan? 

C. Tujuan 

  

1. Mengetahui pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap pidana mati 

bagi koruptor. 

2. Mengetahui relevansi keputusan Muhammadiyah dan NU terhadap 

pidana mati bagi koruptor dalam konteks ke-Indonesiaan. 

Selain tujuan, adapun manfaatnya adalah: 

1. Memberikan kontribusi pengetahuan terkait pidana mati bagi koruptor 

perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail (NU). 

2. Berguna bagi semua pihak umumnya dan khusunya bagi mahasiswa yang 

ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan pidana mati bagi 

koruptor. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

Pada dasarnya, penelitian tentang pidana mati bagi koruptor bukanlah 

hal yang baru dalam dunia karya ilmiah. Penelitian yang akan penulis susun 

adalah pengembangan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah ada. 

Penelitian tentang pidana mati bagi koruptor menurut Muhammadiyah dan 

NU pun sudah dibahas dalam beberapa penelitian. Adapun untuk memberikan 



6 
 

 
 

perimbangan dalam penyusunan penulis, berikut ini adalah tinjauan pustaka 

yang penulis ambil. 

Sebuah karya berupa buku yang membahas mengenai korupsi 

menurut ulama Muhammadiyah berjudul “Fikih Antikorupsi Perspektif 

Ulama Muhammadiyah” karya Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah. Karya ini membahas tentang refleksi korupsi secara umum, 

dampak negatif korupsi, korupsi dalam perspektif Islam dan strategi 

pemberantasan dalam perspektif Islam. Di dalamnya dipaparkan juga cara 

pemberantasan korupsi yang ditawarkan oleh ulama Muhammadiyah.
11

 

Skripsi yang berjudul “Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi 

Koruptor Perspektif Fikih Jinayah”. Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut, Sari Widowati 

memaparkan fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor perspektif fikih 

jinayah. Dijelaskan bahwa dalam menetapkan sebuah fatwa atau jawaban 

untuk sebuah masalah yang tengah dihadapi masyarakat, NU tidak 

sembarangan dalam mengambil keputusan apalagi dalam hal kebijakan 

hukum yang bertujuan untuk keadilan. Fatwa NU ditetapkan dengan 

berpedoman pada Al-Qur‟an, As-Sunah, pendapat para Ulama. Selain itu 

dalam skripsi ini dipaparkan juga relevansinya dalam konteks ke 

Indonesiaan.
12

  

                                                           
11

Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, 

hlm. xxv-xxvii.   
 

12
 Sari Widowati, “Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Fikih 

Jinayah”, Skripsi Syari‟ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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Skripsi yang berjudul “Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.” Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Ahmad Diaudin Anwar memaparkan bahwa 

dalam Islam, terminologi korupsi tidaklah ditemukan dalam khazanah hukum 

Islam klasik. Akan tetapi dalam terminologi hukum Islam terdapat istilah 

perbuatan yang dikategorikan korupsi, yakni risywah dan gulûl. Sedangkan 

Hukum Islam sejak awal mengenal hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

berat. Selain itu, ada jarîmah ta’zîr salah satu sanksinya adalah hukuman 

mati, itu bisa diterapkan apabila kepentingan umum menghendakinya. Oleh 

karena itu, jika melihat kepentingan umum yang terancam dengan sangat 

serius dikarenakan kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkan hukuman 

ta’zîr yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor besar dapat 

dibenarkan oleh hukum Islam.
13

 

Skripsi yang berjudul “Hukuman bagi Koruptor (Studi Analisis 

Hukuman Koruptor menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah)”. Fakultas 

Syari‟ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang. Adapun dalam skripsinya, Zuhairotul Barokah memaparkan 

analisisnya tentang hukuman mati bagi koruptor menurut Majelis Tarjih 

Muhammadiyah. Dipaparkan didalamnya bahwa Muhammadiyah telah 

berpartisipasi dalam pemberian ide pemberantasan korupsi, tawaran 

                                                           
13

 Ahmad Diaudin Anwar, “Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2010. 
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hukuman, dasar dan analisisnya telah dipaparkan dalam Fikih Antikorupsi 

yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
14

 

 

E. Kerangka Teoritik 

 

a. Pengertian Pidana menurut Islam  

Jinâyah merupakan bentuk verbalnoun (maṣdar) dari kata jana. 

Secara etimologi janâ berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinâyah 

diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.
15

 Kata jinâyah dalam 

istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara 

terminologi kata jinâyah memiliki beberapa pengertian, seperti ungkapan 

Abd Al-Qadir Awdah yang di kutip Makhrus Munajat ke dalam bukunya 

Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam),  

 غيس اً اًهال نفس على الفعل  ًقع  سٌاء  شسعا  هحسم  فعل  ًىي  جناية

.للاذ
16

 

Melihat pengertian di atas jelas bahwa Jinâyah adalah suatu 

perbuatan yang dilarang oleh syara’ karena dari sana dapat timbul 

bahaya untuk jiwa, harta, benda, keturunan dan akal. 

Pengertian Jinâyah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan 

istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pi  dana. Para fuqaha sering pula 

                                                           
14

 Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, 

2006. 
 
15

 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Pesantren Nawesea Press, 

2010), hlm. 1.  
 

16
Ibid., hlm. 1-2. 
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menggunakan istilah jinâyah atau jarîmah.
17

 Jinâyah atau jarîmah dibagi 

menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman 

sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur‟an dan Hadis. Atas 

dasar ini, ulama membaginya menjadi tiga macam
18

: 

1. Jarîmah Ḥudûd 

Kata ḥudûd adalah bentuk jamak dari kata ḥâd. Menurut 

bahasa, ḥâd berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang diberikan 

kepada pelaku pidana disebut ḥudûd karena hukuman diberikan 

dengan maksud untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya 

lagi. Ḥâd juga berarti kemaksiatan sebagaimana dalam firman Allah: 

... تلك حدود الله فلاتقربوها ...
19

 

Menurut istilah syara’, ḥâd adalah pemberian hukuman yang 

merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk di 

dalamnya, karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada 

penguasa.
20

 

Jarîmah ḥudûd adalah tindak pidana yang macam dan 

sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Hukuman ḥâd yang 

dimaksud tidak memiliki batasan tertinggi dan terendah serta tidak 

dapat dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau 

                                                           
17

Ibid., hlm. 3. 
 
18

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fqih Jinayah, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 46.  

 
19

Al-Baqarah (2): 187. 

 
20

Sayyid sabiq, Fiqh sunnah, Beirut: Dar Al-Fikr, alih bahasa Nabhan Husein, jilid 9, 

Bandung: Al-Ma‟arif, 1984, hlm. 8.   
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masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para Ulama sepakat bahwa 

kategori dalam jarîmah ḥudûd ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina 

(qaẓf), mencuri (sariqah), merampok (hirabah), pemberontakan (al-

baghy), minum-minuman keras (syurbah), dan murtad (riḍḍah). 

Selain itu, ditentukan bentuknya (jumlahnya), hukumannya pun 

jelas, baik melalui Al-Qur‟an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, 

jarîmah ini merupakan jarîmah yang menjadi hak Allah.
21

 

Karena beratnya sanksi yang akan diterima oleh terdakwa, 

penetapan asas legalitas bagi pelaku jarîmah ini harus ekstra hati-

hati, ketat dalam penerapannya, serta hakim harus terbebas dari 

keraguan dalam penerapannya. Hal ini karena sanksi jarîmah ḥudûd 

menyangkut hilangnya nyawa seseorang ataupun anggota badan 

terdakwa. Para ulama membuat kaidah dalam menghadapi kasus-

kasus yang termasuk jarîmah ḥudûd, yaitu “kesalahan dalam 

memaafkan bagi seorang imam lebih baik daripada kesalahan dalam 

menjatuhkan sanksi”.
22

 

2. Jarîmah Qiṣâṣ  

Pada dasarnya, Islam mengharamkan seseorang 

menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syara’, bahkan dalam 

Al-Qur‟an Allah menyebutkan balasan neraka jahanam dan melaknat 

orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja.  

                                                           
21

Mustofa Hasan dan Besi Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fqih Jinayah, hlm. 47. 
 
22

Ibid., hlm. 48.   
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ن خالدا فييا ًغضب الله عليو ًهن يقتل هؤهنا هتعودا فجزاؤه جين

.ًلعنو ًاعدلو عرابا عظيوا
23

 

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku 

pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, jika dimaafkan oleh 

keluarga korban, dia hanya diberi hukuman untuk membayar 100 

ekor unta. 

Seperti halnya jarîmah ḥudûd, jarîmah qiṣâṣ ḍiyât telah 

ditentukan jenis ataupun besar hukumannya. Jenis jari mah ini 

terbatas jumlah dan hukumannya pun tidak mengenal batas tertinggi 

ataupun terendah karena hukuman untuk jarîmah ini hanya satu 

untuk setiap jarîmah.
24

 

Qiṣâṣ ḍiyât menjadi hak perseorangan atau hak adami yang 

membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarîmah oleh orang 

yang menjadi korban. Orang yang menjadi korban, wali atau ahli 

warisnya. Jadi, dalam kasus jarîmah qiṣâṣ ḍiyât, korban atau ahli 

warisnya dapat memaafkan terdakwa, meniadakan qiṣâṣ dan 

menggatinya dengan ḍiyât atau meniadakan ḍiyât. Kekuasaan hakim 

terbatas pada penjatuhan hukuman, apabila perbuatan yang 

dituduhkan itu dapat dibuktikan. Penjatuhan qiṣâṣpun hanya 

                                                           
23

 An-Nisâ‟ (4): 93.  
 
24

 Mustofa Hasan dan Besi Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fqih Jinayah, hlm. 71-

72.  
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dijatuhkan hakim selama korban atau ahli warisnya tidak 

memaafkan.
25

 

Qiṣâṣ ditujukan agar pembuat jarîmah (tindak pidana) 

dijatuhkan hukuman yang setimpal, sebagai balasan atas 

perbuatannya. Jadi hukuman bunuh hanya dijatuhkan bagi 

pembunuh dan pelukaan bagi orang yang melukai. Menurut arti 

katanya, qiṣâṣ adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang 

yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau 

menghilangkan anggota badan orang lain.
26

 

Dalam menerapkan qiṣâṣ/ḍiyât hakim harus hati-hati dan 

benar-benar yakin mengenai kesalahan terdakwa karena sifat asas 

legalitas jarîmah ini sangat ketat, dan catatan untuk para hakim 

adalah menghindari kesalahan putusan terhadap pelaku jarîmah 

dengan hukuman qiṣâṣ. 27
 

3. Jarîmah Ta’zîr 

Ta’zîr menurut artinya at-ta’dib, yaitu memberi pengajaran. 

Dalam fikih jinayah, ta’zîr merupakan bentuk jarîmah, yang sanksi 

hukumannya ditentukan penguasa. Jadi, jarîmah ini sangat berbeda 

dengan jarîmah ḥudûd dan qiṣâṣ/ḍiyât yang macam dan bentuk 

hukuman telah ditentukan oleh syara’. Tidak adanya ketentuan 

tentang macam dan hukuman pada jarîmah ta’zîr karena jarîmah 

                                                           
25

Ibid., hlm. 72. 
 
26

Ibid., hlm. 73.  
 
27

Ibid., hlm. 74.   



13 
 

 
 

ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta 

kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan 

berkembang di tempat dan waktu yang berbeda.
28

 Jarîmah ta’zîr 

seperti ini berlaku abadi di seluruh tempat dan tidak akan terjadi 

perubahan terhadapnya. Artinya, perbuatan seperti itu akan dianggap 

selamanya sebagai jarîmah. 

Jarîmah ta’zîr yang ditentukan oleh syara’ di antaranya; 

khianat, suap menyuap, memasuki rumah orang lain tanpa izin, 

makan makanan tertentu, ingkar janji, menipu timbangan, riba, 

berjudi, dan sebagainya. 

Hukuman untuk jarîmah ta’zîr, dari satu perbuatan jarîmah 

yang sama yang dilakukan orang berbeda, sanksinya bisa berbeda. 

Ataupun jarîmah yang berbeda akan tetapi sanksinya sama. 

Wewenang penjatuhan sanksi atau hukuman itu sepenuhnya 

diberikan kepada penguasa. 

Pemberian kekuasaan kepada hakim dalam menangani 

jarîmah ta’zîr, tidak berarti dia dapat berbuat sewenang-wenang. 

Hakim harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan 

hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta 

kesamaan hak memperoleh pembelaan. 

 

 

                                                           
28

Ibid., hlm. 75.   
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b. Metode Istinbat Hukum 

Dalam penetapan suatu hukum, Muhammadiyah memiliki sumber 

hukum serta metode-metode ijtihad. Sumber utama hukum islam yang 

diterima Muhammadiyah adalah Al-Qur‟an dan As-Sunah As-Shahihah. 

Kemudian untuk persoalan-persoalan baru, sepanjang itu tidak 

berhubungan dengan ibadah magdah dan tidak terdapat naṣ ṣarih dalam 

Al-Qur‟an dan Hadis, digunakan ijtihad dan istinbat dari nas yang ada 

melalui persamaan „illah.
29

 

Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa ijtihad hanyalah 

metode penetapan hukum. Muhammadiyah pada dasarnya menerima 

metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fikih terdahulu, 

namun terdapat modifikasi atau lebih tepat lagi disebut kombinasi. 

Muhammadiyah hanya menerima konsep ijmâ’ yang terjadi di kalangan 

sahabat nabi. Hal itu mengisyaratkan bahwasannya ijmâ’ tidak akan 

terjadi lagi setelah masa sahabat.
30

 

Selain ijmâ’, ada metode lain yaitu qiyâṣ sebagai metode 

penetapan hukum, pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah, dengan 

catatan tidak mengenai masalah ibadah magdah. Kemudian istihsân, 

istiṣlâh atau maṣlahah al-mursalah, saddu al-ẓari’ah. Tujuan 

                                                           
29

 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos 

Publishing House, 1995), hlm. 70.  

 
30

Ibid., hlm. 73.  
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digunakannya metode ini oleh Muhammadiyah adalah “untuk 

menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah”.
31

 

Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur
32

, yaitu: 

1. Al-Ijtihâd al-Bayâni, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah 

terdapat dalam nas Al-Qur‟an dan Hadis. 

2. Al-Ijtihâd al-Qiyâṣi, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara 

menganalogikan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam 

Al-Qur‟an dan Hadis. 

3. Al-Ijtihâd al-Istiṣlâhi, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru 

yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara 

menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. 

Semua jalur di atas memiliki orientasi kepada kemaslahatan yang 

merupakan tujuan utama dari disyari‟atkannya hukum Islam. Hanya saja, 

jalur yang terakhir penggunaan konsep maslahahnya lebih banyak. Dapat 

disimpulkan bahwa metode ijtihad Muhammadiyah dalam masalah-

masalah “mu’amalat duniawiyat” selalu bertumpuh pada maqâṣid asy-

syarî’ah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan cara 

memperhatikan hal-hal yang bersifat ḍaruriyyat, ḥajiyyat dan 

taḥsiniyyat. Setiap tingkatan memperhatikan kelima unsur utama, yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
33

 

                                                           
31

Ibid., hlm.78. 

 
32

Ibid. 
 
33

Ibid.  
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Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Bahtsul Masail NU 

adalah menganut salah satu dari empat mazhab dalam fikih. Ada tiga 

macam metode yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail, dan itu 

diterapakan secara berjenjang, yaitu
34

: 

a. Metode Qauli 

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang 

digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahtsul 

Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian 

mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab yang 

empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi 

teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat 

yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu. 

b. Metode Ilḥaqi 

Metode Ilḥaqi digunakan apabila metode qauli tidak dapat 

dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu 

kitab mu’tabarah, maka untuk menyelesaikan persoalan akan 

dilakukan dengan menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang 

belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) 

dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (yang 

telah ada ketetapan hukumnya), atau dengan kata lain 

menyamakan dengan pendapat yang sudah ada. 

 

                                                           
34

 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999, hlm. 118.   
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c. Metode Manhaji 

Metode manhajiy adalah suatu cara menyelesaikan masalah 

keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masail dengan 

mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah 

disusun imam mazhab. 

c. Teori Pemidanaan 

1) Teori Absolut 

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata seseorang 

telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (quia 

peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada 

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan 

kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya 

atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
35

 

Adapun menurut Johanes Andreas dalam bukunya Evi 

Hartanti tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut 

adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. Jadi, pidana bukan 

merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan, akan tetapi untuk 

mencerminkan keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid).
36

 

Sedangkan menurut John Kaplan dalam bukunya Evi 

Hartanti, teori retribution dibedakan menjadi dua teori, yaitu
37

: 

                                                           
35

 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 57-78. 
 
36

 Ibid., hlm. 58. 
 
37

 Ibid. 
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a) Teori Pembalasan (the revenge theory), yaitu pembalasan 

mengandung arti bahwa utang si penjahat “telah dibayar 

kembali” (the criminal is paid back); 

b) Teori Penebusan Dosa (the expiration theory), yaitu penebusan 

mengandung arti bahwa si penjahat “telah membayar kembali 

utangnya” (the criminal pays back). 

2) Teori Relatif 

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan 

tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak punya 

nilai, hanya sebagai sarana untuk melidungi kepentingan masyarakat. 

Menurut J. Andeaneas dalam bukunya Evi Hartanti teori ini dapat 

disebut “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social 

defence).
38

 

Menurut Nigel Walker dalam bukunya Evi Hartanti teori  ini 

lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (the “reductive” point of 

view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah 

mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanah sekedar untuk 

melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah 

melakukan suatu tindak pidana, tapi mempunyai tujuan tertentu yang 

bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori tujuan (utilitarian 

theory). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah 

terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est 

                                                           
38

 Ibid., hlm. 59.   
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(karena yang membuat kejahatan) tetapi ne peccetur (supaya orang 

jangan melakukan kejahatan).
39

 

d. Pemidanaan 

Apabila terjadi kejahatan tindak pidana korupsi dan terbukti 

dilakukan, maka pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi harus 

diberikan. Adapun jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana 

korupsi adalah sebagai berikut:
40

 

1) Pidana Mati: Pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak 

pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 pasal 2 ayat (2) Dalam  hal tindak pidana korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 

mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” 

dalam ketentuan ini adalah yang dapat dijadikan alasan pemberatan 

pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi 

penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, 

penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, 

penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak 

pidana korupsi.
41

 

2) Pidana Penjara: Pidana penjara diberikan kepada pelaku tindak 

pidana korupsi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 
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 Ibid. 
 
40

 Ibid., hlm. 12. 
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 Ibid., hlm. 134. 
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3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 

12 dan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 sebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

3) Pidana Tambahan: Pidana tambahan diberikan kepada pelaku tindak 

pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999. 

4) Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya: Dalam hal terdakwa 

meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan 

negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas 

berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau 

diserahkan kepada instasi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan 

perdata kepada ahli warisnya. 

5) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Atau Atas Nama 

Suatu Korporasi: Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana 

denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). 

Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-

6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

e. Perbandingan Hukum 

Perbandingan hukum bukanlah seperti halnya hukum pidana, 

hukum perdata ataupun lainnya
42

, hukum komparatif tidak memiliki 
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konten inti dari beberapa wilayah subjek dan tidak menunjukkan adanya 

ciri sebuah cabang hukum dari hukum yang substantif.
43

 

Ada beberapa studi yang dapat kelompokkan sebagai hukum 

komparatif, disebutkan Hug dalam bukunya Peter de Cruz ada lima 

kategori yang mungkin bisa digunakan
44

: 

1) Memperbandingkan sisitem asing dengan sistem domestik dalam 

rangka menemukan kesamaan dan perbedaan 

2) Studi menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis 

yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum 

tertentu 

3) Studi yang menginvestigasi hubungan kasual antara sistem-sistem 

hukum berbeda 

4) Studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem 

hukum  

5) Studi yang berusaha menemukan dan mengkaji evolusi hukum 

secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.  

f. Tujuan Hukum Islam 

Islam adalah agama yang universal, hukum Islam mengatur 

seluruh aspek kehidupan dan betujuan untuk mendapat kemaslahatan. 

Untuk memahami syari‟at Islam yang dibawa Rasulullah saw, salah satu 

                                                           
43

Peter de Cruz, Penerjemah: Narulita Yusron, Perbandingan Sistem Hukum (Common 

Law, Civil Law dan Socialist Law), (Jakarta: Nusa Media, 2010), hlm. 4. 
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Ibid., hlm. 10-11.  



22 
 

 
 

pendekatan ulama ushul fikih adalah pendekatan maqâṣid asy-syarî’ah.
45

 

Pendekatakan maqâṣid asy-syarî’ah, penekanannya terletak pada usaha  

mencari dan menjelaskan hukum dari suatu kusus yang dihadapi melalui 

pertimbangan maksud-maksud syara’ dalam menetapkan hukum. Hukum 

Islam bersumber dari Al-Qur‟an dan as-Sunnah, dan hukum Islam dibuat 

dengan tujuan-tujuan syari’at. Apa yang menjadi tujuan dari hukum 

Islam dikenal dengan maqâṣid asy-syarî’ah. tujuan tersebut hendak 

dicapai dengan taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada 

pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur‟an dan hadis. Ulama 

ushul fikih menyebutkan ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan 

diwujudkan untuk menghasilkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. 

Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta.
46

 Adapun untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur 

pokok di atas dibedakan menjadi tiga tingkat, ḍaruriyyat, ḥajiyyat dan 

taḥsiniyyat. Tingkatan ini akan terlihat dari kepentingannya, manakala 

kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain 

bertentangan. Dalam hal ini tingkat ḍaruriyyah menempati urutan 

pertama, disusul oleh tingkat ḥajiyyat. Kemudian disusul oleh 

taḥsiniyyat. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa tingkatan ketiga 

                                                           
45

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Pamulang Timur, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 

1997), hlm. Xi.  
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melengkapi tingkatan kedua, dan tingkatan kedua melengkapi tingkatan 

pertama.
47

   

Korupsi di Indonesia adalah persoalan klasik yang sedang 

dihadapi oleh Indonesia. Akan tetapi selama ini hukuman yang diberikan 

belum bisa memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak 

memberikan efek kepada orang-orang yang mungkin bermaksud untuk 

melakukan tindakan yang sama. 

Dua ormas Islam di Indonesia telah memberikan tawaran 

hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi, akan tetapi dalam realitasnya 

pemerintah belum mencoba untuk menerapkan tawaran tersebut. Peneliti 

akan menganalisa apakah hukuman mati ini dilarang dalam hukum Islam 

dan bertentangan dengan maqâṣid asy-syarî’ah. 

 

F. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research), bahan-bahan ataupun 

data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini bersumber 

dari pustaka (surat kabar, buku, jurnal, dan lainnya). Penelitian ini 

bersifat kualitatif, yaitu hasil hasil penelitian ini berbentuk deskriptif. 

                                                           
47
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2. Sifat Penelitian 

Adapun sifat penelitian yang digunakan ialah “deskriptif analitik 

komparatif”, yakni mendiskripsikan permasalahan yang peneliti angkat, 

dilanjutkan dengan menganalisa dan kemudian membandingkan 

berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang 

relevan terkait dengan pidana mati bagi koruptor perspektif Majelis 

Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail (NU), yaitu untuk mendapat 

kesimpulan dari masalah yang peneliti ambil. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang mencoba 

untuk mengetahui pidana mati bagi koruptor, dengan melihat pada fatwa 

maupun pendapat hukum perspektif Muhammadiyah dan NU. Kemudian 

dianalisa dengan pendekatan maqâṣid asy-syarî’ah dan melihat 

relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Skripsi ini merupakan penelitian yang sifatnya pustaka, maka dari 

itu sumber data dari penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan-

bahan dari Al-Qur‟an, Hadis, literatur, referensi, buku, jurnal, artikel, 

yang berkaitan dengan tema skripsi yang peneliti ambil yaitu tentang 

Pidana Mati bagi Koruptor Studi Komparasi Putusan Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU. Adapun data primer diambil 

dari Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih 
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dan Tajdid Muhammadiyah dan Putusan Bahtsul Masail NU. Kemudian 

data sekunder penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal yang 

berkaitan dengan tema skripsi yang peneliti ambil. 

5. Analisis data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari beberapa 

pendekatan yang telah dirumuskan, dan dari berbagai sumber, maka 

tahap berikut yang akan dilakukan oleh peneliti adalah analisa. Tahap ini 

adalah tahapan yang penting dan menentukan. Pada tahap inilah data 

yang telah diperoleh dikelola, dianalisa, dikomparasikan dan 

dimanfaatkan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang 

dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 

Pembahasan harus disusun secara sistematis ketika menyusun 

pembahasan penelitian, hal ini bertujuan agar penelitian dapat difahami 

dengan baik. Pada sub bab ini akan dideskripsikan peta konsep dan analisa 

dalam penelitian ini untuk menemukan alur pembahasan yang sistematis 

sehingga pembaca dapat memahami dengan baik. Penelitian ini mengandung 

beberapa bab, yang setiap babnya terdapat sub bab yang memiliki korelasi. 

Berdasarkan kepada pokok pembahasan yang diajukan dalam tema khusus 

penelitian ini, Pidana Mati bagi Koruptor (Studi Komparasi Putusan Majelis 

Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU). 
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Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah Bab 

pertama, adalah pendahuluan. Bab ini tersusun latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yaitu 

metode analisis peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

pembahasan dan yang terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan 

sebagai gambaran umum penelitian ini. Bab ini diharapkan dapat menjadi 

kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan berikutnya. 

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang 

tindak pidana korupsi, membahas tentang definisi tindak pidana korupsi, 

dasar dari tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dan 

pertanggung jawaban tindak pidana korupsi. 

Bab ketiga, tema besar bab ini adalah putusan maupun pendapat 

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU tentang pidana mati 

bagi koruptor. Bab ini akan memaparkan tentang Muhammadiyah (Majelis 

Tarjih Muhammadiyah) dan Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu dipaparkan 

putusan maupun pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail 

NU tentang pidana mati bagi koruptor. 

Bab keempat, dalam bab ini adalah analisis komparatif putusan 

maupun pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU 

tentang pidana mati bagi koruptor. Adapun yang dibahas adalah pidana mati 

bagi koruptor: kajian hukum positif, analisis persamaan dan perbedaan 

putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU, dan 
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relevansi kedua putusan tersebut di Indonesia dengan menggunakan maqâṣid 

asy-syarî’ah dalam rangka pemberian efek jera pada koruptor. 

Bab kelima, yaitu Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari 

pembahasan dan hasil penelitian. Kemudian diakhiri dengan saran dan kritik 

peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarakan pembahasan dan pemaparan di atas, maka penyusun 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapat ulama ataupun putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan 

Bahtsul Masail NU:  

a. Pendapat ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait pidana mati 

bagi koruptor adalah boleh. Muhammadiyah menawarkan beberapa 

jenis pidana bagi koruptor, meskipun demikian tidak menutup 

kemungkinan dilaksanakannya pidana mati bagi koruptor. Majelis 

Tarjih Muhammadiyah menyamakan korupsi dengan konsep gulûl 

(penggelapan) dan risywah (penyuapan), kedua konsep tersebut 

termasuk ke dalam jarîmah ta’zîr yang mana wewenang penetapan 

sanksi diberikan kepada penguasa/hakim/pemerintah yang berwenang. 

Dikategorikan jarîmah ta’zîr dikarenakan tidak ada nas yang secara 

jelas menjelaskan dan mengatur sanksi apa yang harus diberikan 

kepada pelaku kejahatan gulûl (penggelapan) dan risywah 

(penyuapan). Adapun diperbolehkannya dilaksankannya pidana mati 

bagi koruptor apabila kemaslahatan menghendaki pidana tersebut dan 

apabila hanya hukuman tersebut yang mampu menghentikan tindak 
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pidana korupsi. Putusan Bahtsul Masail NU tentang pidana mati bagi 

koruptor adalah boleh. Berdasarkan putusan Bahtsul Masail NU, 

tindak pidana korupsi merupakan pengkhianatan berat (gulûl) 

terhadap amanat rakyat. Melihat cara kerja dan dampaknya, korupsi 

dapat dikategorikan sebagai pencurian (sariqah), dan perampokan 

(nahb). Bahtsul Masail NU menawarkan sanksi yang layak bagi 

pelaku tindak pidana korupsi adalah potong tangan sampai hukuman 

mati. Disebutkan boleh diberlakukan hukuman mati bagi pelaku yang 

sering melakukan tindak kriminal. 

b. Persamaan dari pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwa 

Bahtsul Masail NU tentang pidana mati bagi koruptor adalah sebagai 

berikut: Membolehkan dilaksanakannya pidana mati, dengan kriteria 

sesuai masing-masing lembaga, menggunakan Al-Qur‟an dan Sunnah 

sebagai sumber penetapan hukumnya, langkah dalam penentuan 

hukumnya sama-sama menggunakan analogi ataupun menyamakan 

masalah yang sudah ada kepada permasalahan yang belum ada 

hukumnya, dengan menyamakan „illahnya, Majelis Tarjih 

Muhammadiyah maupun Lajnah Bahtsul Masail; sama-sama 

mengkategorikan tindak pidana korupsi ke dalam jarîmah ta’zîr, salah 

satu kriteria dibolehkannya hukuman mati adalah apabila tindak 

pidana korupsi dilakukan berulang kali tanpa rasa jera. 

c. Perbedaan dari pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah 

Bahtsul Masail NU adalah langkah pertama yang diambil Majelis 
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Tarjih Muhammadiyah untuk mencari dalil yang sesuai dengan 

persoalan korupsi adalah mengembalikan langsung kepada Al-Quran 

dan Sunnah; sedangkan langkah pertama yang diambil Lajnah Bahtsul 

Masail untuk mendapat dalil yang sesuai dengan persoalan korupsi 

adalah dengan merujuk kepada kitab-kitab klasik yang mu’tabarah 

(diakui), metode istinbat hukum yang digunakan oleh keduanya 

berbeda yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode 

al-ijtihâd al-qiyâsi; di mana menyelesaikan kasus baru dengan cara 

menganalogikan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-

Qur‟an dan Hadis; sedangkan Lajnah Bahtsul Masail NU 

menggunakan matode ilhaqi; yang mana penyelesaian 

permasalahannya dengan cara menyamakan suatu kasus yang baru 

yang serupa yang belum ada hukumnya dengan kasus lama yang 

sudah ada hukumnya di dalam kitab empat mazhab; hal itu dilakukan 

dikarena tidak menemukan jawaban secara tekstual dalam kitab empat 

mazhab, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebutkan kriteria boleh 

dilaksanakan hukuman mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan 

pada saat negara dalam keadaan genting atau kritis, Majelis Tarjih 

Muhammadiyah menyebutkan bahwa harta yang dikorupsi mencapai 

nisab yaitu setara dengan harga 100 ekor unta atau kurang lebih 1 

milyar apabila akan hukuman mati akan dijatuhkan, Majelis Tarjih 

Muhammadiyah menyebutkan bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan 

apabila kemaslahatan benar-benar menghendaki hukuman tersebut, 
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dan Lajnah Bahtsul Masail NU membolehkan apabila sudah tidak ada 

jalan lain (tidak ada hukuman lain) untuk menghentikan tindak pidana 

korupsi. 

2. Relevansi keputusan Muhammadiyah dan NU terhadap pidana mati bagi 

koruptor dalam konteks ke-Indonesiaan: Hukum positif di Indonesia juga 

telah mengatur tentang pidana mati bagi koruptor. Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menyebutkan tentang dibolehkannya hukuman mati bagi 

koruptor akan tetapi dalam “keadaan tertentu”. Sehingga apabila melihat 

situasi negara Indonesia saat ini, penerapan pidana mati tidaklah tepat. 

Meskipun demikian, pidana mati masih dapat diterapkan dan dibolehkan. 

Selain itu, ada hukum Islam, yang diwakili oleh kedua ormas besar di 

Indonesia  (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) memiliki fatwa 

ataupun pendapat yang sama, yaitu membolehkan penjatuhan pidana mati 

bagi koruptor, tentunya dengan kriteria yang telah ditentukan oleh 

masing-masing lembaga yang dimiliki oleh ormas tersebut (Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU). Pendapat itu adalah 

salah satu bentuk kontribusi yang diberikan oleh ormas tersebut 

khususnya dan hukum Islam pada umumnya, meskipun pendapat atau 

fatwa tersebut sifatnya hanya penawaran, bukan sesuatu yang wajib 

diterapkan.  Majelis Tarjih Muhammadiyah menyamakan korupsi dengan 

konsep gulûl dan risywah. Sedangkan Bahtsul Masail NU menyamakan 
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korupsi dengan konsep gulûl, sariqah dan Nadb. Konsep tersebut 

hukumannya tidak disebutkan secara jelas oleh syari’ah (Al-Qur‟an dan 

Hadis). Dari kedua putusan ormas yang membolehkan adanya pidana mati 

bagi koruptor (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), dipaparkan 

bahwasannya sanksi bagi tindak pidana korupsi adalah dikategorikan ke 

dalam hukuman ta’zîr, yaitu diserahkan kepada hakim yang disesuaikan 

dengan berat atau ringan korupsi yang telah dilakukan. Pidana mati dapat 

dijatuhkan apabila semua sanksi yang ditawarkan sudah tidak ada yang 

dapat meninggalkan efek jera dan karena sudah tidak ada cara lain untuk 

memberantas dan menghapus kejahatan tindak pidana korupsi. Selain itu, 

pidana mati dijatuhkan apabila kemaslahatan juga menghendaki ataupun 

kemaslahatan yang diperoleh lebih banyak daripada mafsadah atau dapat 

menutup mafsadah. Melihat sudah mengakarnya kejahatan tindak pidana 

korupsi di negara Indonesia, sehingga sulit untuk memberantasnya. 

Pidana mati bagi koruptor dapat diterapkan di Indonesia karena korupsi 

ini sangat merugikan perekonomian dan sistem negara,  dampaknya 

bukan hanya dirasakan bagi negara akan tetapi bagi masyarakat yang 

tidak terlibat dalam korupsi tersebut. Selain menimbulkan kerugian 

perekonomian dan sistem negara, korupsi ini juga merusak moral bangsa. 

Diterapkannya pidana mati bagi koruptor harapannya dapat memberikan 

efek jera kepada pelaku tindak pidan korupsi, keluarganya, para pelaku 

korupsi lainnya serta masyarakat luas, sehingga mematikan niat seseorang 

yang akan melakukan kejahatan yang sama yaitu kejahatan tindak pidana 
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korupsi. Dengan begitu berharap kasus korupsi di Indonesia semakin 

menurut dan dapat terciptanya negara yang jujur dan sejahtera.   

 

B. Saran 

 

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Perlunya mengsosialisasikan tentang pengertian tindak pidana korupsi, 

seperti apa saja yang disebut dengan korupsi, akibat/dampak yang 

dihasilkan apabila ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan 

hukuman yang diberikan menurut hukum positif di Indonesia dan juga 

menurut Hukum Islam khususnya dari pendapat organisasi masyarakat 

(ormas) yang mendominasi di Indonesia. 

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU harapannya 

dapat berkontribusi lebih banyak lagi dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan baru yang ada di tengah-tengah masyarakat. 

3. Pemerintah Indonesia harapannya dapat mempertimbangkan pendapat dari 

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU terkait 

dengan pidana mati bagi koruptor, karena melihat tindak pidana korupsi di 

Indonesia yang semakin hari semakin merajalela. Pemerintah Indonesia 

perlu menunjukkan langkah konkret dan tegas dalam pemberantasan 

korupsi. Salah satunya dengan mempertimbangkan jenis hukuman yang 

ditawarkan kedua ormas tersebut untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu 
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pidana mati sehingga menimbulkan efek jera. Fatwa ini pun muncul sudah 

dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. 

4. Penyusun berharap skripsi ini dapat menambah pengetahuan tentang 

sanksi bagi koruptor khususnya tentang Pidana mati bagi koruptor, 

khususnya menurut pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah 

Bahtsul Masail NU.  

5. Harapannya skripsi ini dapat menjadi referensi, selain itu juga berharap 

dengan adanya skripsi ini muncul lagi penelitian-penelitian yang baru 

tentang korupsi, mengingat korupsi adalah persoalan klasik tapi masih 

eksis sampai saat ini karena kurang tegasnya pemerintah dalam 

memberantas korupsi. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

TERJEMAH TEKS ARAB 

No. Bab Hlm Footnote Terjemahan 

1 I 3 8 Dan Kami tidak mengutus engkau 

(Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

Rahmat bagi seluruh alam. (Al-Anbiyâ‟ (21): 

107).  

2 I 8 16 Perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik 

perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau 

lainnya. 

3 I 9 19 Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu 

mendekatinya. (Al-Baqarah (2): 187). 

4 I 11 23 Dan barang siapa membunuh seorang yang 

beriman dengan sengaja maka balasannya 

adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. 

Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta 

menyediakan azab yang besar baginya. (An-

Nisâ‟ (4): 93). 

5 III 67 106 Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu 

tidak mendapatkan seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 

Tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai 

itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya. Dan janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian karena barang 

siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya 

kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah (2): 283). 

6 III 68 109 Jika kamu menetapkan hukum antara manusia, 

hendaklah kamu menghukum dengan adil”. 

(Al-Nisâ‟ (4): 58).  

7 III 71 115 Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat 

(dalam urusan harta rampasan perang). Barang 

siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia 

akan datang membawa apa yang 

dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang 

akan diberikan balasan yang sempurna sesuai 

dengan apa yang dilakukannya, dan mereka 

tidak didzalimi. (Âli-„Imrân (3): 161). 
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8 III 71 116 Dari Nabi SAW bersabda: “Siapa saja yang 

telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu 

jabatan kemudian aku beri gaji, maka sesuatu 

yang diterima di luar gajinya adalah korupsi 

(gulûl). (HR. Abu Daud). 

9 III 72 117 Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: 

“Hadiah yang diterima para pejabat adalah 

penggelapan (korupsi).” (HR. Ahmad) 

10 III 74 121 Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat 

orang yang melakukan suap dan menerima 

suap.” (HR. Ibnu Majah; 2304) 

11 III 74 122 “Sauban berkata: Rasulullah SAW melaknat 

penyuap, penerima suap, dan perantara, (yaitu 

orang-orang yang mnghubungkan keduanya).” 

(HR. Ahmad) 

12 III 75 124 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui. (Al-Anfâl (8): 27). 

13 III 75 125 Mengkorup sesuatu berarti menyembunyikan 

sesuatu itu ke dalam hartanya dan 

menyembunyikannya, kemudian ia 

mengkhianati sahabatnya dalam (harta) itu. 

14 III 75 126 Gaṣab adalah mengambil sesuatu dari tangan 

seseorang dengan jalan kekerasan (paksa). 

15 III 76 127 Gaṣab yaitu menghilangkan kekuasaan orang 

yang berhak (pemilik) denagn mentapkan 

kekuasaan orang yang berbuat batil secara 

terang-terangan, tidak secara rahasia, pada 

harta yang berharga dan dapat dipindahkan. 

16 III 77 129 Adapun perahu itu adalah milik orang miskin 

yang bekerja di laut; aku bermaksud 

merusaknya karena di hadapan mereka ada 

seorang raja yang akan merampas satiap 

perahu. (Al-Kahfi (18): 79). 

17 III 77 131 Adapun orang laki-laki maupun perempuan 

yang mencuri, potonglah tangan keduanya 

(sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka 

lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan 

Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (Al-

Mâidah (5): 38). 

18 III 78 133 Dari Jabir dari Rasulullah SAW beliau 

bersabda: “Tidaklah dihukum potong tangan 

seorang pengkhianat, perampas, dan pencuri 

secara diam-diam. (HR. Tirmizi dan Nasai).  
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19 III 78 135 Mereka sangat suka mendengar berita bohong, 

banyak memakan (makanan) yang haram. jika 

mereka (orang Yahudi) datang kepadamu 

(Muahammad untuk meminta putusan), maka 

berikanlah putusan diantara mereka atau 

berpalinglah dari mereka, dan jika engkau 

berpaling dari mereka maka mereka tidak akan 

membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika 

engkau memutuskan (perkara mereka), maka 

putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang adil. (Al-Mâidah 

(5): 42). 

20 III 78 136 Dan kamu akan melihat banyak di antara 

mereka (orang Yahudi) berlomba dalam 

berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang 

haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka 

perbuat. (Al-Mâidah (5): 62). 

21 III 79 137 Mengapa para ulama dan para pendeta mereka 

tidak melarang mereka mengucapkan perkataan 

yang bohong dan memakan yang haram? 

Sungguh, sangat buruk apa yang mereka 

perbuat. (Al-Mâidah (5): 63). 

22 III 80 140 Hukuman bagi orang-orang yang memerangi 

Allah dan rasulNya dan membuat kerusakan di 

bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau 

dipotong tangan atau kaki mereka secara 

silang, atau diasingkan dari tempat 

kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi 

mereka di dunia, dan di akhirat mereka 

mendapat azab yang besar. (Al-Mâidah (5): 

33). 

23 IV 114 171 Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat 

(dalam urusan harta rampasan perang). Barang 

siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia 

akan datang membawa apa yang 

dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang 

akan diberikan balasan yang sempurna sesuai 

dengan apa yang dilakukannya, dan mereka 

tidak didzalimi. (Âli-„Imrân (3): 161). 

24 IV 114 172 Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat 

orang yang melakukan suap dan menerima 

suap.” (HR. Ibnu Majah; 2304) 

25 IV 114 173 “Sauban berkata: Rasulullah SAW melaknat 

penyuap, penerima suap, dan perantara, (yaitu 

orang-orang yang mnghubungkan keduanya).” 

(HR. Ahmad) 
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LAMPIRAN II 

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH 

Imâm Abâ Ḥanîfah Nama aslinya adalah Nu‟man bin Śabit ibn Zauṭa at-

Taimî. Ia dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, 

beliau merupakan pendiri dari mazhab Ḥanafî. Beliau 

merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih 

yang dikelompokkan dan dirinci. 

Imâm Mâlik  Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin „Amr al-Asbâhî atau Mâlik 

bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 

„Amr, al-Imâm, Abû „Abd Allâh al-Humyari al-Asbahi 

al-Madânî), dilahirkan di Dzul al-Marwah sebuah dea 

yang berjarak kurang lebih 192 dari pusat kota (Madinah 

pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 

800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, 

serta pendiri Mazhab Mâlikî. Beliau penulis kitab al-

Muwaththa‟. 

Imâm Syâfi‟î Nama asli beliau adalah Abû Abdillâh Muḥammad bin 

Idrîs as- Syâfi‟î adalah, beliau lahir di Gazza Palestina 

pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi‟î 

yang menpunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di 

Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid. 

Imâm Aḥmad Aḥmad ibn Muhammad Hanbal ibn Hilal asy-Syaibani. Ia 

dilahirkan pada 780 M/164 AH dan wafat pada 855 

M/241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. 

Belia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di 

Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota 

Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: 

Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al 

Marwazi Al Bagdâdî/ Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal 

dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.  

Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta, 1 

Agustus 1868 dan diberi nama Muhammad Darwis. Ketika di 

Makkah menetap 8 bulan, ia resmi berganti nama, mendapat 

ijazah nama Haji Ahmad Dahlan. Ia adalah pendiri organisasi 

Muhammadiyah. Ia wafat pada 23 Februari 1923.   

Hasyim Asy‟ari Hasyim Asy‟ari lahir di Pondok Nggedang, Jombang, 

Jawa Timur, pada tanggal 10 April 1857 (24 Dzulqaidah 

1287 H) dan Wafat pada 25 Juli 1947. Beliau adalah 

pendiri ormas Islam Nahdlatul Ulama. 

Rasyid Ridha Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin 

Bha‟uddin Al-Qalmuni Al-Husaini adalah seorang 

intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan 

gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh 

Jamaludin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Beliau 

Lahir di Tripoli, Lebanon; pada tanggal 23 September 
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1865 dan meninggal pada tanggal 22 Agustus 1935 di 

Kairo, Mesir. 

Ibnu Hajar Al-

Asqalani 

Ibnu Hajar Al-„Asqalani (773 H/ 1372 M – 852 H/ 1449 

M) adalah seorang ahli Hadis dari Mazhab Syafi‟i yang 

terkemuka.  Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul 

Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin 

Hajar. Sala satu karyanya yang terkenal adalah kitab 

Fathul Bari yang merupakan penjelasan dari Kitab Shahih 

milik Imam Bukhari. 

Abdul Qadir Audah Abdul Qadir Audah merupakan pakar Hukum dan Hakim 

yang berkeahlian dalam bidang Fikih. Buku beliau yang 

terkenal adalah at-Tasyri‟ al-Jin‟il fil Islam Muqarrinah 

bil Qanun al-Wadhi. Beliau lahir pada tahun 1906 M di 

Kafr dan meninggal pada tanggal 7 Desember 1954. 

Ibnu Qutaibah Ibnu Qutaibah adalah seorang ahli sejarah politik. Ia juga 

seorang cendekiawan Islam dan pakar Bahasa Arab serta 

pembela ahli Hadis. Ibnu Qutaibah lahir di Kufah, Irak  

pada tahun 828 M dan meninggal di Bagdad, Irak pada 

tahun 889 M. 

Al-Syaukani Muhammad Asy-Syaukani adalah seorang ulama besar, 

Qadhi (hakim), ahli fikih, dan mujaddid 

(pembaharu/reformis) dari Yaman. Ia dilahirkan pada hari 

Senin, 28 Dzulqaidah 1173 H. Ia menjadi seorang mufti 

pada usia 20 tahun. Imam Syaukani (bagitu ia biasa 

dipanggil) meninggal di Shan‟a pada bulan Jumadil Akhir 

tahun 1250 H- 1834 M pada usia 76 tahun.  
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